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I. Pengantar

Pada bulan Maret 2022, WALHI (Friends of
the Earth Indonesia) dan Friends of the Earth
Amerika Serikat memublikasikan laporan
yvang menguraikan andil perusahaan sawit
terbesar kedua di Indonesia, Astra Agro
Lestari (selanjutnya disebut ‘PT AAL’) dan
tiga anak perusahaannya, vaitu PT Agro Nusa
Abadi (PT ANA), PT Lestari Tani Teladan (PT
LTT), dan PT Mamuang, dalam pelanggaran
lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia
(HAM) secara terang-terangan di Sulawesi
Tengah dan Sulawesi Barat. Laporan tersebut
mendokumentasikan perampasan lahan,
degradasi lingkungan dan pencemaran sumber
air, penyimpangan perizinan, dan kriminalisasi
pembela HAM lingkungan yang berkaitan
dengan ketiga anak perusahaan PT AAL

ini. ' Di tengah maraknya desakan kepada
perusahaan untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya, PT AAL tidak mampu mengakui
dampak operasinya secara terbuka, tidak
bersedia menerima tanggung jawab atau
meremediasi kerugian yang ditimbulkannya.

Dua tahun berselang, PT AAL berikut
perusahaan induk, pembeli, dan penyedia
pembiayaannya masih terus memanfaatkan
lemahnya tata kelola dan proses administrasi
di Indonesia untuk memupuk konflik di
Sulawesi dan sekitarnya. Meskipun masyarakat
terdampak berkali-kali mendesak PT AAL
untuk melakukan remediasi atas kerugian
vang ditimbulkannya, tidak banyak perubahan
di lapangan yang terjadi. Sementara itu,
perusahaan merek konsumen dan pedagang
di sektor agribisnis yang rantai pasoknya
menggunakan minyak sawit hasil produksi PT
AAL, tak terkecuali para penyedia pembiayaan
yvang membiayai operasi PT AAL dan
perusahaan induknya, meraup keuntungan dari
rezim tata kelola Indonesia yang rumit dan
berubah-ubah hingga tetap menjalan kegiatan
bisnisnya seperti biasa.

Laporan yang tersusun dalam tiga bagian
ini merinci fakta bahwa konflik lahan yang
berlarut-larut, kegagalan tata kelola yang terus

Perkebunan sawit milik PT LTT tengah dalam peremajaan/replanting di desa Toviora, Kabupaten Donggala | March 2024




berlanjut, dan kurangnya akuntabilitas turut
menentukan dan mendorong operasi PT AAL.
Bagian Memupuk Konflik di Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Barat menguraikan berbagai
kasus konflik lahan yang terus terjadi akibat
pelanggaran yang dilakukan oleh PT AAL dan
ketidakmampuan perusahaan memberikan
remediasi dan ganti rugi yang sebanding

atas kerugian yang ditimbulkan. Bagian
Menumbuhkan Kerancuan di Kawasan Hutan
membahas operasi PT AAL di dalam kawasan
hutan Indonesia mendapatkan keuntungan
dari rumitnya rezim hukum yang tidak
ditegakkan dengan ketat dan sering berubah-
ubah. Analisis data geospasial dan citra satelit
menunjukkan bahwa 17.664 ha konsesi sawit PT
AAL tumpang tindih dengan kawasan hutan
Indonesia. Sebagian besar tumpang tindih
lahan ini terjadi di Sulawesi dan sekurangnya
1100 ha perkebunan yang dikelolanya berstatus
ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa tiga anak
perusahaan PT AAL di Sulawesi beroperasi
tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Bagian
Memicu Konflik dan Melepas Tanggung Jawab
menjelaskan ketidakmampuan sebagian

besar pembeli dan penyedia pembiayaan PT
AAL untuk meminta pertanggungjawaban
perusahaan tersebut atas pelanggaran yang
terus berlangsung dengan membiarkan minyak
sawit PT AAL yang berasal dari wilayah konflik
beredar di pasar global.

Sejak tahun 2022, saat pelanggaran

lingkungan dan HAM yang dilakukan PT AAL
di Sulawesi menjadi sorotan, para pembeli dan
penyedia pembiayaan perusahaan ini dipaksa
memberikan tanggapan. Sebanyak sepuluh
perusahaan barang konsumen mengumumkan
bahwa pihaknya menangguhkan pembelian
minyak sawit dari PT AAL atau tiga anak
perusahaannya yang terlibat.? Data terkait
pabrik kelapa sawit (PKS) terbaru menunjukkan
setidaknya 18 perusahaan merek konsumen
baru-baru ini pernah melakukan pembelian dari
PT AAL. Selain itu, pedagang sektor agribisnis,
termasuk Archer Daniels Midland (ADM),
Bunge, Cargill, Fuji Oil, Louis Dreyfus Company,
dan Olam, juga membeli minyak sawit dari PKS
yang berkaitan dengan anak perusahaan PT
AAL, vaitu PT ANA, PT LTT, dan PT Mamuang.

Pada tahun 2024, Norges Bank mengumumkan
bahwa pihaknya telah mengeluarkan

perusahaan induk PT AAL, yaitu Jardine
Matheson Holdings, Jardine Cycle & Carriage
dan Astra International, dari Dana Pensiun
Global Pemerintah Norwegia (GPFG).
Keputusan ini dikeluarkan Norges Bank
karena dampak negatif perusahaan terhadap
lingkungan dan keanekaragaman hayati,
yvang salah satunya mengacu pada konflik
vang tengah berlangsung di Sulawesi.* Pada
tahun 2023, dana pensiun Belanda PFZW
melakukan divestasi dari perusahaan induk
PT AAL, vakni Astra International.® Selain itu,
BlackRock, yang merupakan pengelola aset
terbesar di dunia, menolak pemilihan ulang
direksi dan komisaris PT AAL karena “dampak
merugikan dari operasi sawit perusahaan ini,
seperti dugaan bahwa PT AAL telah merampas
lahan dari petani setempat, beroperasi tanpa
mematuhi standar lingkungan, dan terlibat
dalam kasus pelanggaran HAM....”® Pada
tahun 2022, BlackRock kembali menolak
direktur dan komisaris Astra International
karena pertimbangan yang sama.’” Secara
keseluruhan, 29 penyedia pembiayaan telah
mengecualikan Jardine Matheson dan/atau
anak perusahaannya dari pembiayaan karena
masalah yang berkaitan dengan perubahan
iklim dan lingkungan.®

Terlepas dari tindakan tersebut, PT AAL
menyatakan bahwa keluhan masyarakat dan
tuduhan masyarakat sipil “tidak berdasar”

dan tidak mencerminkan kondisi di lapangan.®
Sementara itu, masyarakat yang berada di
garis depan operasi PT AAL terus menghadapi
intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi.
Masyarakat juga meminta PT AAL untuk
mengembalikan lahan yang diambil tanpa
persetujuan, memberikan kompensasi atas
hilangnya tanah dan mata pencaharian, serta
merestorasi hutan, sungai, dan saluran air yang
terdegradasi.

Pada bulan Maret 2023, PT AAL merekrut grup
konsultan Eco Nusantara untuk menyelidiki
lebih lanjut dugaan pelanggaran lingkungan
dan HAM yang dilakukan oleh tiga anak
perusahaannya, yakni PT ANA, PT LTT, dan PT
Mamuang. Namun, ruang lingkup investigasi
ditentukan secara sepihak olenh PT AAL,
fokusnya bersifat selektif, dan terdapat bias
untuk mempertahankan status quo, sehingga
menghasilkan temuan yang tidak lengkap,




tidak memadai, dan tidak akurat. Investigasi
dan laporan yang dihasilkan tidak mampu
menguji berbagai dugaan serius, termasuk
penyimpangan perizinan, degradasi lingkungan
sungai, kasus kriminalisasi, dan terutama pernah
tidaknya PT AAL dan anak perusahaannya
berupaya mendapatkan persetujuan atas dasar
informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa/
FPIC) dari masyarakat terdampak. FPIC

tidak disebutkan satu kali pun dalam laporan
verifikasi Eco Nusantara tahun 2023.°

Pada bulan Februari 2024, PT AAL kembali
menunjuk Eco Nusantara untuk membantu
menyusun rencana aksi guna menerapkan
rekomendasi berdasarkan investigasi dan
laporan sebelumnya."Mengingat investigasi
dan laporan yang dihasilkan tidak menelaah
sebagian besar keluhan (termasuk FPIC),
muncul kekhawatiran serius bahwa PT AAL
tengah berusaha menghindari tanggung jawab.

Draf laporan ini telah disampaikan kepada

PT AAL sebelum dipublikasikan. Lihat
tanggapan perusahaan di sini: https:/foe.
org/aal-response-foe-report. Meskipun
membantah banyak temuan yang disajikan
dalam laporan ini, PT AAL tetap tidak mampu
memberikan bukti yang diperlukan untuk
mendukung pernyataannya. Terdapat sumber
data dan dokumentasi yang diperdebatkan,
vang seharusnya memaksa Pemerintah,
termasuk Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/

BPN), untuk memeriksa peta dan perizinan PT
AAL, sekaligus menyelidiki berbagai dugaan
tercatat mengenai degradasi dan pencemaran
lingkungan, kriminalisasi dan intimidasi
terhadap tokoh masyarakat dan pembela HAM
lingkungan, serta tidak adanya FPIC dalam
operasi PT AAL.

Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi
dilakukannya remediasi dan ganti rugi serta
peningkatan tata kelola hutan, dengan harapan
semua pihak terkait akan berkontribusi

untuk menyelesaikan konflik lahan yang
berkepanjangan. Mengingat konteks yang
berisiko tinggi, berbagai perusahaan dan
penyedia pembiayaan harus melakukan

uji tuntas yang lebih ketat dan mematuhi
berbagai norma global dengan menangguhkan
pembelian bahan baku dari dan menghentikan
pendanaan untuk PT AAL beserta perusahaan
induknya hingga ada intervensi pemerintah
yang dapat memastikan kejelasan dan
penyelesaian. Untuk mencapai tujuan ini, alih-
alih mengambil keuntungan dari kesenjangan
tata kelola di Indonesia, perusahaan yang
membeli dan membiayai PT AAL seharusnya
meminta Pemerintah Indonesia untuk
menyelesaikan konflik lahan, meninjau

ulang izin konsesi, dan mewajibkan PT AAL
menyelesaikan keluhan yang disampaikan,
merestorasi ekosistem yang rusak, dan
mengembalikan lahan yang telah dirampas.

r, Kabupaten Poso | March 2024



II. Temuan Utama

e Sebanyak 17 konsesi anak perusahaan PT AAL tumpang tindih dengan lebih dari 17.664
ha kawasan hutan Indonesia. Sebesar 74% dari total konsesi PT AAL di kawasan hutan ini
berlokasi di Sulawesi, dengan 7 konsesi anak perusahaan PT AAL tumpang tindih dengan
lebih dari 13.000 ha kawasan hutan Indonesia.

e Sekurangnya 1100 ha perkebunan sawit PT AAL di kawasan hutan Indonesia diduga ilegal.
» Sebanyak tiga anak perusahaan PT AAL di Sulawesi beroperasi tanpa memiliki HGU.

e Menurut data terbaru mengenai PKS, perusahaan besar seperti ADM, Bunge, Cargill, Fuji
Oil, Louis Dreyfus, dan Olam membeli minyak sawit dari PKS yang terafiliasi dengan anak
perusahaan PT AAL yang terlibat persoalan, yakni PT ANA, PT LTT, dan PT Mamuang.
Apical, KLK, Musim Mas, Sime Darby, dan Wilmar membeli minyak sawit dari anak
perusahaan PT AAL lainnya.

e Sekurangnya 18 perusahaan merek konsumen global baru-baru ini juga pernah melakukan
pembelian minyak sawit dari PT AAL.

e Sebanyak 29 penyedia pembiayaan telah mencoret perusahaan induk PT AAL, Jardine
Matheson, dan/atau anak perusahaannya dari pembiayaan karena masalah lingkungan.
Sementara beberapa pihak lainnya, termasuk BlackRock, HSBC, dan dana pensiun Belanda
ABP, terus memberikan pembiayaan yang cukup besar kepada PT AAL dan perusahaan
induknya.




[11. Memupuk Konflik di Sulawesi Tengah

dan Sulawesi Barat

Pada tahun 2022, WALHI dan Friends of the
Earth AS mengungkapkan adanya perampasan
lahan, degradasi lingkungan, dan kriminalisasi

terhadap para pembela HAM lingkungan yanglz

berkaitan dengan operasi PT AAL di Sulawesi.
Beberapa investigasi yang disponsori oleh Eco
Nusantara dengan jelas menunjukkan bahwa

PT AAL dan anak perusahaannya (PT ANA, PT

LTT, dan PT Mamuang) tidak pernah meminta
atau mendapatkan FPIC dari masyarakat untuk
beroperasi di tanah masyarakat. Pada saat
yvang sama, PT AAL terus melakukan intimidasi
terhadap para pembela HAM lingkungan yang
memperjuangkan tanah dan mata pencaharian
masyarakat.

Peta Konsesi Perkebunan Sawit PT. AAL

Sumber: Genesis Bengkulu g



Intimidasi dan kriminalisasi

Pada bulan Desember 2023, duahari setelah
beredarnya video yang menampilkan dua
orang perempuan setempat meminta PT AAL
untuk mengembalikan lahan masyarakat,
staf PT AAL mengunjungi kedua perempuan
tersebut di Desa Rio Mukti dan meminta
mereka menarik kembali pernyataannya.
Kasus intimidasi ini kemudian diadukan ke
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) dan kantor Pelapor Khusus PBB untuk
Pembela Hak Asasi Manusia (UNHCR), yang
kemudian secara terbuka mengupayakan
penyelesaian kasus ini.14 Pada bulan April
dan Mei 2024, salah satu perempuan yang
menjadi korban intimidasi dan seorang tokoh
masyarakat melakukan perjalanan ke London
untuk menyampaikan dampak negatif PT AAL
terhadap lingkungan dan HAM secara langsung
kepada Jardine Matheson (perusahaan induk
PT AAL), HSBC (bank yang mendanai PT
AAL dan perusahaan induknya), dan Unilever
(perusahaan merek konsumen yang masih
membeli minyak sawit dari PT AAL). Selama
kunjungan ke London ini, staf keamanan dari
PT Mamuang mendatangi anggota keluarga
perempuan dan tokoh masyarakat dan
menanyakan keberadaan mereka. Anggota
keluarga menyebutkan merasa terintimidasi
dengan adanya kunjungan tersebut.

WALHI telah mendokumentasikan beberapa
kasus kriminalisasi terhadap petani dan
pembela HAM lingkungan yang berkaitan
dengan PT AAL dan anak perusahaannya

di Desa Polanto Jaya, Bunta, dan Kabuyu,
termasuk kakak-beradik Sudirman dan Gusman
vang dipenjara karena dituduh mencuri buah
sawit di lahan yang dimiliki dan dikelola oleh
keluarganya.® Kasus-kasus ini menambah
catatan buruk sejarah tindak kekerasan dan
kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat

dan pembela HAM lingkungan yang telah
melawan PT AAL untuk mempertahankan
lahan dan mata pencahariannya,'® sehingga
membutuhkan tindak lanjut dari Komnas HAM
dan Pemerintah Indonesia.

Meskipun ada upaya di tingkat global untuk
mereformasi sektor sawit, pelanggaran
seperti kasus di atas terus terjadi dan secara
luas menjadi ciri khas di agribisnis industri
ini, yang merupakan kontributor utama
deforestasi, pelanggaran hak Masyarakat Adat
dan masyarakat setempat, dan meluasnya
epidemi kekerasan terhadap para pembela
HAM lingkungan di seluruh dunia. Rata-rata
satu orang pembela HAM terbunuh setiap
dua hari pada tahun 2022." Di tingkat global,
sekurangnya 1.910 pembela HAM terbunuh
antara tahun 2012 dan 2022,'® dan agribisnis
diidentifikasi sebagai salah satu sektor yang
paling mematikan.
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Wilayah industry tambang nikel milik PT Gunbuster Nikel Industri yang berdampingan dengan wilayah perkebunan milik PT Agro Nusa Abadi
(ANA) di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara | March 2024

Cacatnya Investigasi PT AAL

Pada Maret 2023, PT AAL merekrut grup
konsultan Eco Nusantara untuk menyelidiki
dugaan pelanggaran lingkungan dan HAM
vang dilakukan anak perusahaannya.” Eco
Nusantara pernah direkrut oleh perusahaan
merek konsumen Procter & Gamble untuk
menyelidiki dugaan serupa pada tahun 2022
setelah publikasi laporan WALHI dan Friends
of the Earth Amerika Serikat pada bulan Maret
2022. Pada bulan Agustus 2022, Eco Nusantara
merilis laporan verifikasi yang secara umum
membenarkan sejumlah besar pelanggaran
vang didokumentasikan oleh WALHI dan
Friends of the Earth AS, termasuk menegaskan
adanya hak anggota masyarakat atas lahan
vang diklaim oleh PT Mamuang, contoh
“kekerasan yang dilakukan aparat keamanan
terhadap masyarakat”, dan tidak adanya proses
FPIC oleh PT LTT.2©

Meskipun ada jaminan bahwa Kerangka
Acuan (TOR) untuk investigasi tahun 2023
mencakup masukan dari masyarakat sipil, PT
AAL mengumumkan TOR investigasi final
pada bulan Maret 2023?' tanpa membagikan
TOR tersebut kepada WALHI atau Friends

of the Earth AS yang mengadukan kasus ini.
Baik PT AAL maupun konsultannya tidak
berkonsultasi dengan masyarakat terdampak
atau masyarakat sipil tentang hal-hal yang
harus disertakan dalam TOR sebelum
finalisasi, sebagaimana terlihat dalam syarat
vang diputuskan untuk investigasi. Ketika
TOR tersebut akhirnya dibagikan, WALHI
dan Friends of the Earth AS menemukan
banyaknya kecacatan pada TOR tersebut.
Beberapa faktor yang menunjukkan cacatnya
TOR ini antara lain: implikasi bahwa PT

AAL merupakan pemilik sah atas tanah dan
bahwa masyarakat tidak memiliki hak atas
tanah yang sudah ada sebelumnya, saran
bahwa masyarakat harus membuktikan hak
atas tanah dengan menggunakan hukum
positif, dan dengan demikian mengabaikan
konteks penting mengenai hak atas tanah
adat di Indonesia, serta saran antisipatif
untuk memberikan ganti rugi melalui model
kemitraan antara masyarakat dengan PT AAL,
meskipun masyarakat tidak pernah meminta
hal tersebut.

Pada bulan Juni 2023, WALHI dan Friends of
the Earth AS secara langsung membagikan dan
menerbitkan analisis TOR yang menjabarkan



bahwa investigasi harus difokuskan pada
proses akuisisi lahan, riwayat perizinan, dan
operasi bisnis PT AAL. 2 Konsultan PT AAL,
Robertbridge, memberikan persetujuannya
terhadap analisis bulan Juni 2023 ini dan
menyatakan bahwa tidak keberatan untuk
menganalisis penyimpangan perizinan, mencari
bukti bahwa PT AAL mendapatkan FPIC

dari masyarakat terdampak, dan memeriksa
besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan
PT AAL. Namun, pada September 2023,
konsultan PT AAL menyampaikan kepada
Friends of the Earth AS bahwa laporan
verifikasi berdasarkan TOR semula sudah
hampir selesai.

Investigasi PT AAL dan Eco Nusantara
dilakukan berdasarkan TOR awal yang
bermasalah tanpa mempertimbangkan
rekomendasi yang diberikan. Akibatnya,
investigasi ini dan laporan yang dihasilkan tidak
mampu Mmengkaji berbagai dugaan penting,
termasuk penyimpangan perizinan oleh anak
perusahaan PT AAL, degradasi lingkungan

sungai dan jalur air, kasus kriminalisasi, dan
terutama, pernah tidaknya PT AAL dan anak
perusahaannya berupaya memperoleh FPIC
dari masyarakat terdampak. Rekomendasi
vang diberikan dalam laporan PT AAL dan
Eco Nusantara tahun 2023 bertujuan untuk
menjaga status quo dan membebaskan PT
AAL beserta anak perusahaannya dari semua
tanggung jawab. Analisis dan tanggapan
lengkap WALHI dan Friends of the Earth

AS atas laporan investigasi PT AAL dan Eco
Nusantara diterbitkan pada bulan November
202328

Pada bulan Februari 2024, PT AAL kembali
menunjuk Eco Nusantara untuk membantu
menyusun rencana aksi guna menerapkan
rekomendasi berdasarkan investigasi dan
laporan sebelumnya.?* Mengingat investigasi
dan laporan yang dihasilkan tidak menelaah
sebagian besar keluhan (termasuk FPIC),
muncul kekhawatiran serius bahwa PT AAL
berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab
melalui proses yang ditentukan secara sepihak.

PT AAL di Sulawesi: Rentetan Kejadian Terkini
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bereaksi secara terbuka agar AAL mengembalikan tanah
terhadap kasus ini. milik mereka.
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AAL menerbitkan laporan Norges Bank
ra | berdasarkan investigasi yang | mengumumkan

dilakukan Eco Nusantara. pengecualian

Laporan ini dinilai cacat perusahaan

sebab telah gagal memeriksa | induk AAL dari

sebagian besar pelanggaran, | Dana Pensiun

termasuk kegagalan karena Pemerintah

tidak mendapatkan Global.

persetujuan dari masyarakat.
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mengeluarkan tanggapan

public atas laporan tersebut.




Pada Mei 2024, PT AAL mengumumkan
bahwa pihaknya telah menyusun rencana

aksi berdasarkan investigasi dan laporan

yang bermasalah.?> Rencana aksi ini, seperti
investigasi sebelumnya, diputuskan secara
sepihak dan tidak mencerminkan tuntutan
remediasi dan ganti rugi dari masyarakat yang
menderita akibat tindakan PT AAL dan anak
perusahaannya. Tidak ada satu pun bagian
dalam rencana aksi ini yang menyatakan
bahwa PT AAL akan mengembalikan lahan
kepada masyarakat yang diambilnya tanpa
persetujuan, atau bahwa PT AAL akan
berupaya melakukan FPIC. Alih-alih mengakui
masyarakat sebagai pemegang hak yang
dapat menentukan nasibnya sendiri, rencana
aksi ini justru mencerminkan upaya lanjutan
vang menempatkan kesejahteraan masyarakat
di tangan perusahaan swasta, yaitu PT AAL
sendiri.

Tidak Adanya Persetujuan atas Dasar
Informasi di Awal tanpa Paksaan

Menghormati hak atas FPIC yang diakui secara
internasional (dan pelaksanaan prosesnya
yang benar) merupakan faktor penting untuk
membedakan antara akuisisi lahan yang sah
dan perampasan lahan, serta mencegah
konflik lahan dan pelanggaran HAM terkait.
Meskipun menjadi keluhan utama dalam
masalah ini, laporan verifikasi PT AAL tahun

Bebas Didahulukan

Persetujuan yang bersifat bebas,
diberikan secara sukarela dan tanpa
paksaan, intimidasi atau manipulasi.
Sebuah proses yang diarahkan
pada diri sendiri oleh komunitas
yang dimintai persetujuannya, tidak
terbebani oleh paksaan, ekspektasi
atau Batasan waktu yang
ditentukan oleh pihak luar.

Perundingan dilakukan
sebelum entitas yang
berotoritas
(pemerintah, investor,
Perusahaan)
memutuskan untuk
memulai kegiatan.

2023 sama sekali tidak menyebutkan FPIC.2¢
Ketika dimintai penjelasan, PT AAL dan Eco
Nusantara dengan keliru menegaskan bahwa
FPIC bukanlah hal yang relevan, karena
proses ini tidak diwajibkan ketika dua anak
perusahaan PT AAL vang terlibat masalah
mulai beroperasi.?’ Namun, tentu saja argumen
ini tidak benar. Sejumlah hukum dan kerangka
internasional dengan jelas menyatakan bahwa
FPIC berlaku di sepanjang masa operasi
suatu proyek (dan tetap berlaku setelah
operasi atau proyek berakhir). Selain itu,

FPIC sangat relevan dan dapat diterapkan
saat masyarakat berkonflik dengan suatu
perusahaan, menghadapi penggusuran lahan,
atau mengalami dampak negatif di lahan dan
wilayahnya. Organisasi Pangan dan Pertanian
PBB (FAO) menyatakan, “Dengan FPIC,
Masyarakat Adat dapat memberikan atau
menolak persetujuan, kapan saja, atas proyek
vang berdampak terhadap wilayahnya.”?®

Accountability Framework initiative (AFI)
dengan jelas menyatakan bahwa FPIC
diwajibkan dalam berbagai konteks, termasuk
selama perluasan kegiatan yang dapat
melanggar hak, merusak lahan, atau mata
pencaharian Masyarakat Adat atau masyarakat
setempat, ketika melakukan remediasi atas
bahaya yang ditimbulkan; ketika perusahaan
telah atau turut menyebabkan kerusakan, atau
bahaya, terhadap lahan, wilayah, atau sumber
daya yang dimanfaatkan Masyarakat Adat atau

Persetujuan

Keterlibatan dan jenis
informasi harus diberikan
sebelum meminta
persetujuan dan hal ini juga
merupakan bagian dari
proses persetujuan yang
sedang berlangsung.

Keputusan kolektif
yang diambil oleh
para pemegang hak
yang dicapai melalui
proses pengambilan
Keputusan adat di
Masyarakat.

fao.org/indigenous-peoples




masyarakat setempat tanpa mendapatkan FPIC
terlebih dahulu; dan ketika ada konflik lahan
yvang tengah berlangsung antara masyarakat
yang terdampak dengan perusahaan.?® Secara
khusus, dalam hal konflik lahan saat ini (seperti
kasus PT AAL dan anak perusahaannya di
Sulawesi), AFi menyatakan, “perusahaan harus
menghentikan segala upaya pemerolehan
atau pengambilalihan kendali atas lahan,
sumber daya, atau wilayah yang berkaitan
dengan konflik tersebut hingga masalahnya
diselesaikan melalui proses FPIC”.2°

Dalam menanggapi pernyataan Friends of

the Earth, ' PT AAL menyetujui “bahwa

FPIC adalah proses berkesinambungan,
khususnya ketika mempertimbangkan segala
bentuk keluhan atau remediasi”. Namun,
dalam tanggapan yang sama, PT AAL juga
menyatakan bahwa kelompok masyarakat
sipil hanya menuntut PT AAL melakukan
proses FPIC secara retroaktif/mundur saat ini.
Pernyataan ini tidak benar. Pihak PT AAL justru
gagal menjalankan kewajibannya melakukan
FPIC dengan tidak meminta persetujuan ketika
konflik timbul dan masyarakat mulai digusur.
PT AAL mengatakan bahwa pihaknya telah
melakukan konsultasi dengan masyarakat
guna mendapatkan izin yang diperlukan untuk
memulai operasi. Namun, konsultasi bukanlah
bentuk persetujuan, dan meskipun PT AAL
telah melakukannya, tindakan ini tidak serta
merta menggantikan proses melakukan FPIC
pada masyarakat yang seharusnya dilakukan
bertahun-tahun lalu. Fakta bahwa konflik
terjadi ketika masyarakat mulai menghadapi
dampak negatif, termasuk penggusuran lahan,

merupakan bukti yang cukup kuat bahwa
masyarakat terdampak tidak dan belum pernah
memberikan persetujuannya atas operasi PT
AAL.

Meskipun telah menyatakan komitmen untuk
memperbaiki kebijakan, praktik, dan sistem
FPIC ke depannya, PT AAL tetap bertanggung
jawab memastikan pemenuhan restorasi dan
ganti rugi atas keluhan masyarakat yang
terdampak secara negatif akibat tidak adanya
FPIC di Sulawesi. Jika PT AAL tidak dapat
memperoleh persetujuan dari masyarakat
terdampak untuk beroperasi di lahan
masyarakat (atau menunjukkan bukti adanya
persetujuan), PT AAL seharunya bekerja sama
dengan otoritas terkait, termasuk Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah dan
Kementerian ATR/BPN guna memastikan
pengembalian lahan kepada masyarakat dan
petani yang merupakan pemilik sah lahan
tersebut.

Pemprov Sulawesi Tengah secara khusus
menyarankan pengembalian lahan seluas 283
ha dari PT ANA kepada petani pada bulan
April 2024 .32 Meskipun klaim masyarakat dan
petani atas lahan yang dirampas oleh PT ANA
dan anak perusahaan PT AAL lainnya jauh
lebih besar, tindakan yang diambil pemprov ini
menjadi preseden yang penting. Pada bulan
Mei 2024, Serikat Petani Petasia Timur atau
SPPT mengadakan unjuk rasa di depan Kantor
Pertanahan dan Kantor Bupati Kabupaten
Morowali Utara. SPPT menuntut agar PT ANA
mengembalikan lahan kepada petani dan
mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang
terus dilakukan.

Masyarakat menuntut ganti rugi dan remediasi

Masyarakat yang paling terdampak operasi PT AAL yang merusak di Sulawesi terus

menuntut PT AAL agar:

® mengembalikan lahan kepada masyarakat yang diambil tanpa persetujuan;

memberikan kompensasi kepada petani atas hilangnya lahan, tanaman, dan mata pencaharian;

melakukan restorasi lingkungan pada hutan, sungai, dan jalur air yang telah rusak dan terdegradasi;

menghentikan tindak kriminalisasi dan mengembalikan nama baik pembela HAM dan lingkungan

yang telah dikriminalisasi; dan

mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka atas pelanggaran yang telah dilakukan.




IV. Menumbuhkan Kerancuan

di Kawasan Hutan

Kesenjangan tata kelola

Ketika masyarakat di Sulawesi terus menuntut
ganti rugi, penelitian baru mengungkapkan
bahwa pelanggaran lingkungan dan tata
kelola PT AAL mungkin lebih besar dari

vang sebelumnya didokumentasikan. Salah
satu penyebab konflik lahan yang berlarut-
larut di Sulawesi Tengah dan Sulawesi

Barat adalah ketidakmampuan pemerintah
setempat memberikan kejelasan hukum
mengenai kepemilikan tanah ulayat dan
mengakui hak masyarakat atas lahan.

Namun, ketidakmampuan pemerintah dalam
menerapkan peraturan yang berlaku terhadap
penerbitan HGU, termasuk ketidakmampuan
dalam memastikan penerapan Padiatapa yang
tepat sebagai bagian dari proses pemindahan
hak atas lahan dari masyarakat kepada
perusahaan, turut memperburuk konflik dan
kerancuan yang terus berlangsung. Lemahnya
penegakan hukum dan proses penerbitan izin
vang tidak transparan memungkinkan Astra
Agro Lestari (dan banyak perusahaan lainnya)
untuk melakukan deforestasi dan konversi hutan
di Indonesia untuk perkebunan monokultur
dengan skala dan laju yang sangat masif.

Meskipun deforestasi di Indonesia mengalami
penurunan sejak tahun 2016, angka hilangnya
hutan primer mulai meningkat lagi pada

tahun 2022, khususnya di kawasan dengan
risiko deforestasi. Pada tahun 2023 terjadi
peningkatan deforestasi yang disebabkan oleh
industri perkebunan sawit untuk tahun kedua
setelah penurunan selama satu dekade, dengan
sekitar 30.000 ha penebangan hutan di seluruh
nusantara.’?

Kawasan hutan Indonesia adalah kawasan
hutan yang ditetapkan secara legal dan
mencakup kategori hutan produksi, hutan
lindung dan hutan konservasi. Secara hukum,
satu-satunya kategori hutan yang dapat

dikonversi menjadi perkebunan adalah

“Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/HPK,”
sedangkan semua area lainnya tidak dapat
digunakan.** Pada gilirannya, deforestasi dan
konversi HPK dapat dilakukan hanya ketika
perusahaan telah mendapatkan izin yang
diperlukan, termasuk surat pelepasan kawasan
hutan dan HGU.*> Meski demikian, Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa
perusahaan yang beroperasi di lahan seluas 1,2
juta hingga 1,7 juta ha di dalam kawasan hutan
belum mengajukan permohonan pelepasan
kawasan hutan yang diwajibkan.*¢ Meskipun
ada keputusan dari Mahkamah Agung,
Pemerintah menolak memublikasikan HGU
untuk ditinjau oleh publik ¥’ sehingga para
ilmuwan, masyarakat sipil, anggota masyarakat,
dan pihak lainnya mengandalkan data publik
dengan referensi yang baik,*® seperti yang
disajikan dalam dokumen ini.

Keberadaan perkebunan sawit di kawasan
hutan Indonesia adalah kendala hukum yang
terus terjadi. Sebuah laporan menunjukkan
bahwa sekitar 3,28 juta ha atau 20% dari total
perkebunan sawit di Indonesia, dikembangkan/
ditanam di dalam kawasan hutan, termasuk
area terlarang.*® Hampir separuh hutan
tanaman industri di kawasan hutan Indonesia
ditemukan ditanami di luar area konsesi yang
sudah ditetapkan.“® Sekurangnya 200.000 ha
perkebunan sawit ditemukan dibangun secara
ilegal di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan
Konservasi.* Sekjen KLHK telah mengonfirmasi
bahwa area tersebut harus direstorasi menjadi
hutan, dan beberapa perusahaan harus
membayar denda.*?

Undang-undang di Indonesia menetapkan
bahwa Pemerintah tidak dapat menetapkan
kawasan hutan yang tumpang tindih dengan
HGU yang sudah ada. Namun, dalam
beberapa kasus yang disebutkan di bawah




ini, PT AAL mengklaim bahwa pihaknya telah
memiliki HGU sebelum penetapan kawasan
hutan, dan oleh karena itu, PT AAL memiliki
hak legal untuk melakukan deforestasi dan
memanfaatkan lahan yang saat ini ditetapkan
sebagai kawasan hutan lindung. Pemerintah
berupaya mengatasi persoalan ini melalui
proses pemberian amnesti atas pelanggaran
vang dilakukan perusahaan pada masa lalu,
berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja
Nomor 6 tahun 2023. Proses amnesti ini harus
diselesaikan paling lambat bulan November
2023, dan menurut basis data publik, tidak
ada indikasi bahwa anak perusahaan PT AAL
telah mendapatkan amnesti melalui proses ini.*3
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK), tidak ada satu
pun anak perusahaan PT AAL yang beroperasi
secara ilegal di kawasan hutan di Sulawesi
yvang tercantum di basis data terkait. Dengan
demikian, berdasarkan pasal 1T10A dan 110B
Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan ini
harus diberi sanksi.

Jika Pemerintah Indonesia tidak mampu
memastikan bahwa data penggunaan lahan,
termasuk peta konsesi, HGU, dan dokumen
legal lainnya tersedia untuk publik, perusahaan
akan terus menyembunyikan pelanggaran

di balik argumen kualitas data. Hal ini tentu
saja menyebabkan berlanjutnya konflik lahan,
impunitas/kenirpidanaan korporasi bagi
produsen, serta risiko keuangan dan reputasi
bagi penyedia pembiayaan dan perusahaan
sektor hilir.

Meskipun kerancuan administrasi dapat
melindungi perusahaan untuk sementara
waktu, kerangka peraturan tingkat global
terbaru memberikan insentif tambahan bagi
PT AAL dan Pemerintah Indonesia untuk
memberikan kejelasan dan kepastian hukum.
Indikasi adanya pelanggaran lingkungan dan
HAM serta penyimpangan perizinan yang
dilakukan oleh anak perusahaan PT AAL di
Indonesia akan menjadi kekhawatiran bagi
perusahaan yang menempatkan produknya di
pasar Eropa, mengingat mulai bulan Januari
2025, kepatuhan terhadap Undang-Undang
Antideforestasi Uni Eropa (EUDR) mewajibkan
perusahaan membuktikan bahwa rantai
pasoknya telah bebas deforestasi setelah
tanggal 31 Desember 2020, dan mewajibkan
kepatuhan hukum.** EUDR melarang impor

produk yang berkaitan dengan pelanggaran
undang-undang negara, yang mencakup
penghormatan terhadap hak atas FPIC yang
diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak
Masyarakat Adat, peraturan perpajakan dan
hak atas lahan, serta hak asasi manusia yang
dilindungi hukum internasional.*> Jika tidak
mematuhi peraturan tersebut, perusahaan
dapat dikenakan sanksi yang berat, termasuk
denda, penyitaan barang, dan larangan
penempatan komoditas ke dalam pasar.#®

Data baru, penafsiran yang
bertentangan

Analisis? data spasial dan pemetaan satelit
GIS yang dilakukan oleh Genesis Bengkulu
menemukan bahwa PT AAL memiliki 41 anak
perusahaan dan 32 PKS di area seluas 357.624
ha yang tersebar di delapan provinsi. *® Perlu
diperhatikan bahwa angka ini lebih besar

dari angka yang dijabarkan PT AAL di situs
webnya, kemungkinan karena PT AAL hanya
mencantumkan perkebunan intinya dan bukan
total konsesi perkebunan.*® Luas area yang
sebenarnya belum jelas karena kurangnya
transparansi data konsesi, yang seharusnya
diatasi oleh Pemerintah Indonesia. Area konsesi
terbesar PT AAL berlokasi di Sulawesi Tengah
dengan luas hampir 86.000 ha.
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Tabel 1: Konsesi PT AAL di delapan provinsi di Indonesia

Kabupaten Provinsi Luas Konsesi Lumllah
GE)) Pabrik (Unit)
1 PT. Sari Lembah Subur Pelalawan Riau 21,856 2
2 PT. Eka Dura Indonesia Upper Rokan Riau 7,397 1
, PT. Tunggal Perkasa Aceh Jaya Aceh 1,381 @)
Plantation Indragiri Hulu Riau 15,643 1
4 PT. Sawit Asahan Indah Rokan Hulu Riau 7,762 1
5 PT. Kimia Tirta Utama Siak Riau 8,900 1
PT. Perkebunan Lembah : :
6 Bhakti Aceh Singkil Aceh 180 2
7 PT. Karya Tanah Subur Aceh Barat Aceh 4,957 1
8 PT. Sari Aditya Loka Sarolangun Jambi 5,253 2
9 PT. Letawa Pasangkayu Sulawesi Barat 10,713 1
10 PT. Pasangkayu Pasangkayu Sulawesi Barat 9,319 1
N PT. Mamuang Pasangkayu Sulawesi Barat 8,175 0
12 PT. Suryaraya Lestari Pasangkayu dan Sulawesi Barat Tidak Ada Data 2
Mamuju Tengah
13 PT. Bhadra Sukses - Sulawesi Barat Tidak Ada Data | Tidak Ada Data
14 PT. Lestari Tani Teladan Donggala Sulawesi Tengah 6,608 1
15 PT. Cipta Agro Nusantara Morowali Utara Sulawesi Tengah 17104 @)
16 PT. Rimbunan Alam Sentosa Morowali Utara Sulawesi Tengah 17174 @)
17 PT. Sawit Jaya Abadi Poso dan Morowali Utara Sulawesi Tengah 25,681 1
18 PT. Agro Nusa Abadi Morowali Utara Sulawesi Tengah 19,267 1
19 PT. Gunung Sejahtera Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 8,947 1
Dua Indah
20 PT Gungng Sejahtera Kotawaringin Kalimantan Tengah 9,155 1
Puti Pesona
21 PT. Gunung Sejahtera Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 6,762 1
Ibu Pertiwi
22 PT. Surya Inolah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 7,852 1
Nusantara Pagi
23 PT. Agro Menara Rachmat Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 7,449
24 PT. Bhadra Cemerlang Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 1,899 @)
25 PT. Nirmala Agro Lestari Lamandau Kalimantan Tengah 9,631 1
26 PT. GU”V”Q Sejahtera Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 4,399 0
Yoli Makmur




27 PT. Persada Bm_a Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 4,545 0
Nusantara Pagi
28 PT. Gunung SeJahtera - Kalimantan Tengah | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data
Raman Permai

29 PT. Karyanusa Ekadaya Kutai Timur Kalimantan Timur 23,040 2

30 PT. Waru Kaltim Plantation Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 6,448 1

31 PT. Sukses Tani Nusasubur Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 7807 1

32 PT. Borneo Indah Marjaya Paser Kalimantan Timur 7,359 1

33 PT. Palma Plantasindo Paser Kalimantan Timur 10,988 0

34 PT. Cipta Narada Lestari Kutai Timur Kalimantan Timur 6,780 @)

35 PT. Subur Abadi Plantation Kutai Timur Kalimantan Timur 7,603 0

36 PT. Sumbur Kharisma Kutai Timur Kalimantan Timur | Tidak Ada Data 1

Persada

37 PT. Astra Agro Lestari Tabalong Kalimantan Selatan 3,779 1

38 PT. Subur Agro Makmur Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 11,695 1

39 PT. Cakrade;’\c/ji Agung Per- Balangan Kalimantan Selatan 210 @)

40 PT. Cakung Permata Nusa Tabalong Kalimantan Selatan 9,950 1

41 PT. Tri Buana Mas Tapin Kalimantan Selatan 12,056 0

42 | PT. Persada Dinamika Lestari - Kalimantan Selatan | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data
TOTAL 357,624 32

»
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Serikat Petani Petasia Timur melakukan Aksi Demonstrasi
di depan kantor bupati morowali utara, menuntut PT ANA

mengembalikan tanah maysarakat, pada 16 mei 2024
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Dengan memeriksa tumpang susun (overlay)
konsesi PT AAL dan kawasan hutan Indonesia,
berdasarkan analisis, ditemukan 17 konsesi anak
perusahaan PT AAL tumpang tindih dengan
lebih dari 17.664 ha kawasan hutan Indonesia di
enam provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Selatan,

Tabel 2: Konsesi anak perusahaan PT AAL di dalam kawasan hutan di enam provinsi Indonesia

Perusahaan

Kabupaten

Provinsi

Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Barat, dan Sulawesi Tengah. Sebesar 74% dari
total konsesi PT AAL di kawasan hutan ini
berlokasi di Sulawesi, dengan 7 konsesi anak
perusahaan PT AAL tumpang tindih dengan
lebih dari 13.000 ha kawasan hutan Indonesia.

Luasan

Fungsi Hutan

Penetapan Kawasan
Hutan

PT. Tunggal Perkasa - . Hutan Produksi 903/MENLHK/
! Plantation Indragiri Hulu Riau 1875.23 Konversi SETJEN/PLA.2/12/2016
PT. Eka Dura . Hutan Produksi 903/MENLHK/
2 Indonesia Rokan Hulu Riau 26.71 Konversi SETJEN/PLA.2/12/2016
PT. Gunung Sejahtera Kotawaringin Kalimantan ) :
3 Ibu Pertiwi Barat Tengah 314.34 Hutan Produksi Tetap 529/MENHUT-11/2012
PT. Surya Indah Kotawaringin Kalimantan ) 3
4 Nusantara Pagi Barat Tengah 23913 Hutan Produksi Tetap 529/MENHUT-11/2012
PT. Agro Menara Kotawaringin Kalimantan ’ 3
5 Rachmat Barat Tengah 189.68 Hutan Produksi Tetap 529/MENHUT-11/2012
PT. Bhadra Kotawaringin Kalimantan . 3
6 Cermerlang Barat Tengah 38.80 Hutan Produksi Tetap 529/MENHUT-11/2012
PT. Persada Bina Kotawaringin Kalimantan . 3
7 Nusantara Pagi Barat Tengah 35.46 Hutan Produksi Tetap 529/MENHUT-11/2012
PT. Subur Angro Hulu Sungai Kalimantan Hutan Produksi 3
8 Makmur Selatan Selatan 134161 Konversi 435/MENHUT-11/2009
PT. Cakung Permata Kalimantan Hutan Produksi 3
9 NUS3 Tabalong Selatan 540.41 Konversi 529/MENHUT-II /2012
PT. Berneo Indah Kalimantan
10 Marjaya Paser Timur 54,94 Cagar Alam 718/MENHUT-11/2014
1 PT Letawa Pasangkayu | Sulawesi Barat|  139.96 HUtEgnF;rggi“kSi 862/MENHUT-1/2014
12 PT. Pasangkayu Pasangkayu Sulawesi Barat 617.00 Hutan Lindung 862/MENHUT-11/2014
2219 Hutan Lindung 862/MENHUT-11/2014
13 PT. Mamuang Pasangkayu Sulawesi Barat .
Hutan Produksi
23917 Konversi 862/MENHUT-11/2014
_ _ 178.38 Hutan Produsi 869/MENHUT-11/2014
14 PT. Cipta Agro Morowali Utara Sulawesi eroatas
Nusantara Tengah )
4,632.96 Hutan Produksi Tetap 869/MENHUT-11/2014
) 46.91 Hutan Lindung 869/MENHUT-11/2014
15 PT. Sawit Jaya Abadi | Morowali Utara S#e‘ﬁwaeﬁ'
9 725.58 Hutan Produksi Tetap 869/MENHUT-11/2014
1,319.13 Hutan Lindung 869/MENHUT-11/2014
1836.52 Hutan Produksi 869/MENHUT-11/2014
16 Zlgr?l?ebn%gasg Morowali Utara S#e‘ﬁévaeﬁ'
134.73 Hutan Produksi Tetap 869/MENHUT-11/2014
Hutan Produksi
3,048.70 Konversi 869/MENHUT-11/2014
: ) Sulawesi )
17 PT. Agro Nusa Abadi | Morowali Utara Tengah 66.06 Hutan Lindung 869/MENHUT-11/2014

Total

17,663.60




Genesis Bengkulu menemukan bahwa pada
tahun 2015, ada 14 anak perusahaan PT AAL
vang telah membuka perkebunan sawit seluas
4.337 ha di konsesinya yang berada di dalam
kawasan hutan Indonesia. Hingga tahun 2023,
ada 8 (delapan) anak perusahaan PT AAL yang
telah memperluas perkebunannya dengan
tambahan seluas 534 ha. Secara keseluruhan,
ada 1100 ha perkebunan di dalam konsesi yang
ditemukan berada di kawasan hutan di luar
HPK (satu-satunya kategori hutan yang dapat
dikonversi secara legal). Dengan demikian, hal
ini dapat dilihat sebagai pelanggaran undang-
undang.*® Genesis Bengkulu tidak menganalisis
perkebunan PT AAL di luar area konsesi, yang
artinya area perkebunan PT AAL di dalam
kawasan hutan bisa saja jauh lebih luas.

Menanggapi analisis ini, PT AAL memberikan
referensi surat pelepasan kawasan hutan
untuk menunjukkan bahwa pihaknya

telah mendapatkan izin yang diperlukan

untuk beroperasi di dalam kawasan hutan
Indonesia, dan bahwa dalam beberapa kasus,
penetapan kawasan hutan dilakukan setelah
HGU diterbitkan.®® Namun, seperti yang

telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan
undang-undang di Indonesia, Pemerintah
tidak dapat menetapkan area kawasan hutan
vang tumpang tindih dengan HGU yang sudah
ada. Hal ini menandakan perlunya klarifikasi
mengenai penyimpangan perizinan PT AAL.
Selanjutnya, pada pertemuan antara WALHI
dan KLHK pada bulan Mei 2024, KLHK
menjelaskan bahwa ada dua anak perusahaan
PT AAL di Sulawesi (PT Pasangkayu dan PT
Letawa) yang belum menerima surat pelepasan
kawasan hutan yang diperlukan untuk kawasan
hutan yang ditetapkan pada tahun 2014.
Dengan demikian, operasi kedua perusahaan
ini melanggar hukum Indonesia.

Tabel 3: Perkebunan PT AAL di dalam kawasan hutan pada tahun 2015 dan

Perusahaan Provinsi

Kabupaten

Fungsi Hutan

Penetapan
Kawasan Hutan

PT. Tunggal . . 903/MENLHK/
1 Perkasa '”arualg'” Riau HUtEgan/rgifks' SETJEN/ 1334 424
Plantation PLA.2/12/2016
. 903/MENLHK/
2 pﬁgﬁiii‘ga Rokan Hulu Riau HUtEgnpvfifks' SETJEN/ 2165 0
PLA.2/12/2016
PT. Gunung o . .
3 Sejahtera Ibu Kotawaringin | Kalimantan Hutan Produksi 520/MENHUT-1//2012 26707 0
S Barat Tengah Tetap
Pertiwi
PT. Surya Indah Kotawaringin | Kalimantan Hutan Produksi :
4 Nusantara Pagi Barat Tengah Tetap 529/MENHUT-I/2012 23913 0
PT. Agro Menara | Kotawaringin | Kalimantan Hutan Produksi :
5 Rachmat Barat Tengah Tetap 529/MENHUT-11/2012 93.27 41
6 PT. Bhadra Kotawaringin | Kalimantan Hutan Produksi 520/MENHUT-11/2012 2633 052
Cemerlang Barat Tengah Tetap
7 PT. Subur Angro Hulu Sungai | Kalimantan Hutan Prod_uk5| 435/MEHUT-11/2009 129 2 277
Makmur Selatan Selatan Konversi
PT. Cakung Kalimantan Hutan Produksi 529/MENHUT-II
8 Permata Nusa Tabalong Selatan Konversi /2012 3859 0
g | PT-Berneoindah Paser Kalimantan Cagar Alam 718/MENHUT-11/2014 | 44.88 179
Marjaya Timur
10 PT. Letawa Pasangkayu | Cwawesi | HutanProduksi | ggy vEpUT 2014 | 8184 30.55
Barat Konversi




m PT. Pasangkayu | Pasangkayu S%’::ﬁs' Hutan Lindung 862/MEHUT-11/2014 | 10163 15.75
_ Hutan Lindung 862/MEHUT-11/2014 2.96 0
12 PT. Mamuang Pasangkayu Sulawesi
Barat Hutan Produksi | ges MEHUT-TI/2014 | 13963 0
Konversi
' . | Hutan Produksi | g0 MEHUT/2014 | 29.59 0
13 PT. Citra Ago Nu- Morowali Sulawesi Terbatas
santara Utara Tengah i
Hutan Produksi | ge6 MEHUT-1/2014 37.99 0
Tetap
Hutan Lindung 869/MEHUT-11/2014 0 4.69
HUt?”rErdekS' 869/MEHUT-11/2014 0 37.99
14 PT. Rimbunan Morowali Sulawesi erbatas
Alam Sentosa Utara Tengah Hutan Produksi 869/MEHUT-11/2014 5952 4299
Tetap
Hutan Produksi | geo MEHUT-TI/2014 | 136268 | 213.41
Konversi
TOTAL 4,337.37 | 533.69

Genesis Bengkulu menggunakan data spasial
dan pemetaan satelit GIS untuk mengukur
lahan yang dibuka di konsesi anak perusahaan
PT AAL vyang terletak di kawasan hutan>

dan menemukan bahwa 14 konsesi milik anak
perusahaan PT AAL terkait dengan pembukaan
lahan seluas 10.321 ha yang dilakukan antara
tahun 2015 hingga 2023 di dalam kawasan
hutan Indonesia.

Ketika Friends of the Earth menyampaikan
temuan ini kepada PT AAL, perusahaan
mengatakan bahwa penelitian Genesis
Bengkulu tidak akurat karena tidak didasarkan
dari peta Pemerintah.>® Seperti yang telah
disebutkan di atas, penelitian Genesis Bengkulu
didasarkan pada data yang tersedia secara
publik dan memiliki referensi yang baik untuk
konsesi perusahaan di Indonesia. Selain itu,
PT AAL juga tidak mengungkapkan koordinat
konsesi resminya.

Data Pemerintah yang disajikan di portal
Bhumi ATR/BPN berbeda dengan klaim PT
AAL dan Nusantara Atlas, yang merupakan
sumber untuk penelitian Genesis Bengkulu.
Namun, portal yang dikelola pemerintah

ini tidak mengidentifikasi perusahaan

berdasarkan namanya dan tidak menyertakan
perusahaan yang beroperasi tanpa HGU. Bukti
ini menunjukkan lebarnya kesenjangan yang
menimbulkan keraguan atas keakuratan dan
kelengkapan data. Seperti yang dapat dilihat
pada tabel di bawah ini, perbedaan substansial
pada himpunan data berikut ini menunjukkan
perlunya transparansi dan pengawasan yang
lebih mendalam terhadap operasi PT AAL,
termasuk izin perusahaan dan dampaknya
terhadap kawasan hutan.

PT AAL juga mengklaim bahwa tidak ada
deforestasi di konsesinya, kecuali di bagian
yang sangat kecil di area konservasi PT

Agro Manara Rachmat. Perusahaan ini justru
mengatakan bahwa pembukaan lahan adalah
bentuk peremajaan perkebunan sawit yang
ada.>

Karena PT AAL mengklaim bahwa pihaknya
memiliki peta yang berbeda untuk konsesi
dan operasinya, maka Kementerian ATR/

BPN harus menyelidiki ketidaksesuaian ini,
beserta pelanggaran terhadap lingkungan dan
HAM yang dilakukan oleh PT AAL dan anak
perusahaannya.



Tabel 4: Data Konsesi untuk Anak Perusahaan PT AAL di Berbagai Wilayah di Indonesia
(dalam ha)

Sumber data Sumatra Kalimantan Sulawesi

Pelaporan AAL 105,270 130,840 50,934 287,044
Bhumi ATR/BPN 34,366 119,554 38,200 192,120
Nusantara Atlas 73,327 174,009 111,581 358,917

Tidak adanya Hak Guna Usaha (HGU)

PT AAL adalah salah satu perusahaan di sektor

sawit Indonesia dengan anak perusahaan
vang tampaknya tidak memiliki HGU, yakni
persyaratan sah untuk beroperasi di kawasan
hutan di Indonesia. Penelitian menunjukkan
bahwa hingga tahun 2023, sekitar separuh
dari seluruh perkebunan sawit terkait di
Indonesia tidak memiliki HGU® dan sekitar 3
juta ha perkebunan sawit dikembangkan di
kawasan hutan, termasuk di area terlarang.>®
Sekitar separuh dari seluruh perkebunan sawit
di kawasan hutan merupakan perkebunan
industri,®” yang jelas menunjukkan kesalahan
langsung dari perusahaan.

Beberapa alasan perusahaan sawit tidak
mengajukan permohonan HGU atau

tidak mendapatkannya, antara lain untuk
menghindari pajak, fakta bahwa lahan
bersangkutan tumpang tindih dengan

sektor lain, konflik lahan yang sudah lama
berlangsung, keengganan untuk membangun
perkebunan rakyat yang dimandatkan, dan
kemungkinan pencabutan izin konsesi yang
tidak dapat dikonversi secara legal.

Perusahaan yang tidak memiliki izin tidak
dapat dikenakan pajak dengan tepat
sehingga menimbulkan kerugian besar

bagi Pemerintah Indonesia. Laporan bulan
Januari 2023 menyebutkan bahwa ada 43
perusahaan di provinsi Sulawesi Tengah, yang
mengelola 411.000 ha lahan tanpa memiliki
HGU.%® Berdasarkan data yang disajikan oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, laporan

ini memperkirakan bahwa Pemerintah Indonesia

mengalami kerugian sebesar 400 miliar rupiah
(lebih dari 25,5 juta dolar AS) dalam satu
tahun karena perusahaan tidak mengajukan
permohonan izin yang diperlukan.>®

Tidak adanya HGU yang
dimiliki PT AAL bisa
jadi merupakan bentuk
penghindaran pajak dan
berkontribusi terhadap
penurunan pajak sebesar 400
miliar rupiah (lebih dari 25,5
juta dolar Amerika Serikat),
menurut data yang disajikan
oleh Pemprov Sulawesi Tengah

Dengan adanya penyimpangan perizinan,
korupsi, dan kurangnya transparansi yang
terjadi di sektor sawit di Indonesia,®® temuan
ini memunculkan pertanyaan: Berapa dan
mengapa perusahaan PT AAL yang tidak
memiliki izin yang sah?

Pada bulan Maret 2022, WALHI dan Friends
of the Earth AS mengungkapkan bahwa

anak perusahaan PT AAL, PT ANA, adalah
salah satu dari banyak konsesi yang tidak
memiliki HGU. Fakta ini dikonfirmasi oleh

Eco Nusantara dalam laporan verifikasinya
pada bulan Agustus 2022 dan dikonfirmasi
kembali dalam laporan bulan November 2023,
vang menyebutkan bahwa PT ANA tidak
mendapatkan HGU “karena meningkatnya
masalah sengketa lahan yang belum diatasi
.82 PT ANA telah beroperasi tanpa HGU sejak
tahun 2007, meskipun perusahaan mengklaim
bahwa izin tersebut sedang diproses.




Jika perusahaan seperti PT ANA tidak memiliki
izin, hal ini dapat menyebabkan konflik lahan
vang berlarut-larut dengan masyarakat yang
belum memberikan persetujuannya atas opeasi
perusahaan ini.%* Ditolaknya permohonan HGU
PT ANA karena adanya konflik berkepanjangan
membuat pembeli di sektor hulu dan hilir PT
AAL, termasuk pedagang, perusahaan merek
konsumen sawit, dan penyedia pembiayaan
terpapar risiko tata kelola yang signifikan.
Gagalnya permohonan izin seharusnya
menjadi landasan bagi PT ANA untuk berhenti
beroperasi, dan menjadi acuan Pemerintah
Indonesia untuk menyelidiki dan memberikan
sanksi kepada perusahaan tersebut, sesuai
dengan undang-undang perizinan dan
perkebunan Indonesia.®*

Penelitian baru mengungkapkan bahwa

dua anak perusahaan PT AAL lainnya yang
beroperasi di Sulawesi Tengah (PT Sawit Jaya
Abadi dan PT Rimbunan Alam Sentosa) juga
tidak memiliki HGU.®> Dalam tanggapannya
ternadap Friends of the Earth, PT AAL
mengklaim bahwa PT Sawit Jaya Abadi

tidak memerlukan HGU karena konsesinya
berada di lahan transmigrasi. Namun, undang-
undang di Indonesia menyatakan sebaliknya:
Perusahaan diwajibkan memiliki HGU untuk
dapat beroperasi di lahan transmigrasi.®®
Selain itu, karena lahan transmigrasi tersebut
ditetapkan pada tahun 2015, maka tidak

ada pengalihan hak selama 15 tahun, dan ini

memerlukan persetujuan dari pemegang hak.
Karena PT AAL mengklaim bahwa PT Sawit
Jaya Abadi menjalankan skema plasma di area
transmigrasi, maka perusahaan ini pertama-
tama harus mendapatkan Padiatapa dari
masyarakat terdampak. Namun, masyarakat
belum memberikan persetujuannya atas
operasi PT Sawit Jaya Abadi dan menyebutkan
bahwa area operasi perusahaan tumpang
tindih dengan tiga desa, yakni Masewe (200
ha), Mean (450 ha), dan Saembalawati (100
ha). Masyarakat mengakui bahwa hutannya
telah diratakan dan lahan pertaniannya
dirampas oleh PT Sawit Jaya Abadi.

PT AAL menyatakan bahwa Izin Usaha
Perkebunan (IUP) PT Rimbunan Alam Sentosa
tumpang tindih dengan HGU perusahaan
negara, yang merupakan pelanggaran
perizinan dan seharusnya mencegah
perusahaan ini beroperasi. HGU hanya dapat
diperoleh jika lahan bersangkutan jelas dan
bebas dari perselisihan. Hal ini menunjukkan
bahwa operasi PT Rimbunan Alam Sentosa
kemungkinan ilegal.

Mengingat adanya sengketa ini, Pemerintah
Indonesia harus meninjau izin semua anak
perusahaan PT AAL dan, jika PT AAL dan
anak perusahaannya tidak dapat memperkuat
klaimnya, maka harus ada pemberian sanksi
yvang semestinya.

Wilayah PT Agro Nusa Abadi (ANA) yang berdampingan dengan wilayah industry
Tambang Nikel PT Gunbuster Nickel Industri, di Kabupaten Morowali Utara| March 2024




V. Memicu Konflik dan Melepas

Tanggung Jawab

Rantai pasok yang tidak bertanggung
jawab

Rantai pasok sawit bersifat sangat rumit.
Sejumlah perusahaan berperan sebagai
perantara perkebunan tempat buah sawit
ditanam dan dipanen, PKS dan fasilitas
pemurniannya, hingga penjualan minyak
sawit mentah (CPO), minyak inti sawit (PKO),
dan turunannya ke pedagang sawit dalam
segala ukuran sebelum sampai ke tangan
pedagang di sektor agribisnis, perusahaan
merek konsumen, dan retail besar. Meskipun
sistem ketelusuran di sektor ini mengalami
peningkatan dalam beberapa tahun terakhir,
pelanggaran yang dilakukan PT AAL di
Sulawesi serta tanggapan perusahaan merek
konsumen dan pedagang di sektor agribisnis
menunjukkan ketidakmampuan perusahaan
dalam mempertanggungjawabkan pelanggaran
vang terjadi pada masa lampau dan saat ini.

Perusahaan merek konsumen dan pedagang di
sektor agribisnis menanggapi pertanyaan Friends
of the Earth dengan jawaban standar, “Kami
tidak melakukan pembelian secara langsung
dari PT AAL.” Meskipun berbagai perusahaan
ini tidak secara langsung membeli sawit dari
PT AAL, tetapi sawit PT AAL masuk ke dalam
rantai pasoknya dan menghasilkan profit yang
cukup besar. Dengan tidak memanfaatkan
platform global dan pengaruh ekonominya
untuk mendesak PT AAL agar mengatasi
pelanggaran saat ini dan bahaya lainnya pada
masa mendatang, serta terus memasok sawit
dari PT AAL yang berkonflik), perusahaan merek
konsumen dan pedagang agrobisnis sama saja
memberikan toleransi atas pelanggaran yang
dilakukan PT AAL dan secara tidak langsung
mengatakan bahwa “ini bukan masalah kami”.
Padahal, menurut norma HAM internasional
seperti yang dibahas di bawah, perusahaan
bertanggung jawab untuk mencegah dan
memitigasi dampak merugikan akibat
pelanggaran HAM dengan “sebaik mungkin.”®’

Respons penjual di sektor agribisnis

Hingga saat ini, ada sepuluh perusahaan
merek konsumen, yakni Colgate-Palmolive,
Danone, FrieslandCampina, Hershey’s, Kellogg,
L’'Oréal, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, dan Procter
& Gamble, yang mengumumkan bahwa
pihaknya telah sepenuhnya menangguhkan
pembelian sawit dari PT AAL atau dari tiga
anak perusahaannya yang terlibat masalah

di Sulawesi. Namun, pertanyaannya masih
tentang apakah penangguhan ini sama dengan
penghapusan sawit PT AAL dari rantai pasok.
Sayangnya, tidak satu pun dari 10 perusahaan
vang mengumumkan penangguhan tersebut
melakukan pelibatan langsung dengan PT AAL
dalam jangka waktu tertentu atau dengan

hasil yang jelas. Selain Procter & Gamble yang
melakukan investigasi singkat pada tahun
2022 (tetapi tidak ditindaklanjuti), semua
perusahaan ini sama sekali tidak melakukan
pelibatan langsung dengan PT AAL. Terlepas
dari derasnya retorika tentang tanggung
jawab perusahaan, banyak perusahaan merek
konsumen yang menganggap bahwa tanggung
jawabnya untuk mengatasi pelanggaran PT
AAL sudah terpenuhi dengan mengumumkan
penangguhan pembelian pasokan dari anak
perusahaan PT AAL. Padahal, perusahaan
merek konsumen ini tetap berbisnis dengan PT
AAL sepenuhnya.

Tabel di bawah ini mencantumkan tanggapan
dari perusahaan merek konsumen dan

status pembelian pasokannya dari PT AAL
berdasarkan data PKS terbaru yang tersedia,®®
termasuk empat PKS (Nusa Abadi, Tani
Teladan, Letawa, dan Pasangkayu) yang
diketahui atau kemungkinan besar merupakan
tempat PT ANA, PT LTT, dan PT Mamuang
memasok buah sawit.??® Perlu diketahui

bahwa daftar PKS tidak mencerminkan status
pembelian saat ini, karena adanya jeda waktu
antara publikasi daftar PKS dan cakupan
periodenya. Sebagai contoh, daftar PKS



Tabel 5: Perusahaan Merek Konsumen yang Membeli Pasokan Sawit dari PT AAL

Pembelian sawit terbaru

dari PKS yang terafiliasi Total jumlah
Jangka waktu Tanggal dengan tiga anak PKS PT AAL di
penangguhan | penangguhan perusahaan PT AAL rantai pasok

Mengumumkan
penangguhan
Perusahaan pembelian
pasokan dari
PT AAL?

(berdasarkan (berdasarkan yang terlibat masalah (berdasarkan
perusahaan) perusahaan) (berdasarkan daftar PKS daftar PKS

terbaru yang tersedia publik terbaru)
untuk publik)

Ya (Nusa Abadi, Tani

Tidak - - Teladan, Letawa, 28

Pasangkayu)
c Ya Sebagian Oktober 2022 Tidak 18
DAI}QNE Ya Sepenuhnya Juni 2022 Tidak 13*
(- ) .
Ya Sepenuhnya Februari 2023 Ya* (Nusa Abadi) 10*

7/\ FrieslandCampina gir

w
& Sansu Tidak - - Tidak 22

GRUPO
BIMBO Tidak - - Ya (Nusa Abadi) 24

I: :h : "H Ya Sepenuhnya September Ya* (Nusa Abadi, Letawa) 16*

2022

Ka O Tidak - - Ya (Letawa, Pasangkayu) 16
& Ya Sebagian Agustus 2023 Daftar PKS tidak tersedia Daftar PKS. tidak
tersedia

Daftar PKS tidak

|_’OREA|_ Ya Sepenuhnya Oktober 2022 Daftar PKS tidak tersedia tersedia
- Ya (Nusa Abadi, Tani
‘KOI'ICIEIQZ‘ Ya Sebagian Maret 2023 Teladan, Letawa, 26

International

Pasangkayu)

nesTE Tidak - - Ya (Letawa) 21
Iuestlé Ya Sebagian September Tidak 19

Ya* (Nusa Abadi, Tani

@ PEPSICO Ya Sebagian Maret 2023 Teladan, Letawa, 29
Pasangkayu)
p . September Ya* (Nusa Abadi, Letawa,
&G e Sebagian 2022 Pasangkayu) 25
. Tidak ) ) Ya (Nusa Abadi, Letawa, 26
Cussons Pasangkayu)
: ) ) Ya (Nusa Abadi, Letawa,
reckitt Tidak Pasangkayu) 26
Tidak ) . Ya (Nusa Abadi, Letawa, 57
Pasangkayu)

* — menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan pengumuman penangguhan dari perusahaan barang konsumen. Karena sebagian besar penangguhan
diumumkan setelah periode yang tercakup dalam daftar PKS yang tersedia secara publik, sebagian besar data pembelian tidak mencerminkan penangguhan ini.




terbaru tersedia pada saat publikasi sebagian
besar mencerminkan pembelian pasokan pada
tahun 2022 atau awal tahun 2023. Mengingat
sebagian besar penangguhan oleh perusahaan
barang konsumen diumumkan setelah periode
yvang dicantumkan pada daftar PKS yang
tersedia secara publik, maka sebagian besar
data pembelian tersebut tidak mencerminkan
penangguhan ini. Lihat tabel dengan simbol *.
Friends of the Earth akan terus memantau data
yvang tersedia secara publik dan melibatkan
perusahaan merek konsumen untuk menilai
status penerapan penangguhan. Untuk itu,
perusahaan merek konsumen sebaiknya
memublikasikan daftar larangan pembelian
(no-buy list) untuk menunjukkan pemasok
dan PKS yang tidak akan dijadikan tempatnya
membeli pasokan sawit.

Panduan OECD untuk Perusahaan
Multinasional (Guidelines for Multinational
Enterprises) tahun 2023 menyatakan bahwa
perusahaan harus “Berupaya mencegah atau
memitigasi dampak merugikan sekalipun
tidak berkontribusi terhadap dampak
tersebut, atau jika dampak tersebut berkaitan
langsung dengan operasi, produk, atau
jasanya melalui hubungan bisnis.”’® Selain

itu, Panduan ini juga menyebutkan bahwa
“Jika perusahaan berkontribusi atau diduga
berkontribusi terhadap dampak dimaksud,
perusahaan harus mengambil langkah

yang diperlukan untuk menghentikan atau
mencegah kontribusinya dan memanfaatkan
pengaruhnya untuk memitigasi dampak yang
ada sebaik-baiknya. Perusahaan dianggap
berpengaruh jika memiliki kemampuan untuk
memacu perubahan dalam praktik operasi
suatu organisasi yang berdampak merugikan
terhadap HAM.””!

Berdasarkan Panduan OECD, ketidakmampuan
perusahaan merek konsumen untuk
memanfaatkan platform globalnya secara
langsung dan mendesak PT AAL agar
menyelesaikan konflik, mengatasi keluhan,

dan memberikan ganti rugi atas kerusakan
vang ditimbulkan merupakan kegagalan

besar dalam menjunjung kewajibannya
terhadap hak asasi manusia, terlepas dilakukan
tidaknya penghentian pembelian dari anak
perusahaan PT AAL vang terlibat konflik.
Perusahaan yang membeli pasokan sawit dari

PT AAL secara diam-diam mendukung dan
mengambil keuntungan dari model bisnis
vang terindikasi melakukan perampasan
lahan dan pelanggaran HAM, dan justru tidak
menghentikan pembelian dari PT AAL untuk
memenuhi kewajibannya terhadap HAM serta
meminta pertanggungjawaban PT AAL atas
pelanggarannya.

Respons pedagang di sektor agribisnis

Data PKS yang tersedia secara publik
menunjukkan bahwa ADM, Apical, Bunge,
Cargill, Fuji Oil, KLK, Louis Dreyfus Company,
Musim Mas, Olam, Sime Darby, dan Wilmar
membeli pasokan dari PT AAL.”? Keterlibatan
langsung dengan perusahaan merek konsumen
menunjukkan bahwa Golden Agri Resources
kemungkinan juga membeli pasokan sawit dari
PT AAL, meskipun indikasi ini tidak ditemukan
dalam data PKS yang tersedia secara publik.

Data PKS yang tersedia secara publik
menunjukkan bahwa enam (6) pedagang di
sektor agribisnis berikut ini membeli pasokan
dari satu atau beberapa PKS yang terafiliasi
dengan anak perusahaan PT AAL (PT ANA,
PT LTT, dan PT Mamuang): ADM (Nusa Abadi,
Letawa, Pasangkayu), Bunge (Letawa), Cargill
(Letawa), Fuji Oil (Letawa), Louis Dreyfus
(Tani Teladan), dan Olam (Letawa).”®

Friends of the Earth AS meminta respons
beberapa pedagang agribisnis mengenai
tindakan yang diambilnya untuk mengatasi
pelanggaran yang dilakukan PT AAL di
Sulawesi. Namun, tidak ada perusahaan yang
bersedia memberikan keterangan lengkap
mengenai keterlibatannya dengan PT AAL.
Beberapa perusahaan mengalihkan perhatian
ke sistem pelacak keluhan daringnya masing-
masing, yang menyertakan jaminan bahwa
pihaknya memantau kasus tersebut. Beberapa
perusahaan lainnya membantah memiliki
hubungan bisnis langsung dengan PT AAL.
Meskipun tidak membeli pasokan secara
langsung dari PT AAL, jika sawit PT AAL
masuk ke rantai pasoknya, maka pedagang
agribisnis besar bertanggung jawab untuk
memanfaatkan pengaruhnya untuk memitigasi
dan mencegah dampak negatif sebaik
mungkin.




Kepemilikan Astra Agro Lestari

Hampir 80% saham Astra Agro Lestari (IDX: PT
AALLD (IDX: AALI) dipegang oleh perusahaan
induknya, Astra International (IDX: ASIl). Astra
International merupakan grup perusahaan
otomotif independen terbesar di Asia Tenggara

yvang menjalankan operasi bisnis jasa keuangan,

pertambangan, agrobisnis, infrastruktur, dan
teknologi informasi.

Jardine Matheson (LSEG: JARB, SGX: J36,
BSX: JMHBD) adalah perusahaan konglomerat
Inggris yang berkantor pusat di Hong Kong
dan didirikan di Bermuda, dan memegang
sebagian besar saham di Astra International
melalui anak perusahaannya di Singapura.
Jardine Matheson terhubung dengan operasi
sawit Astra Agro Lestari di Indonesia melalui
75% saham yang dimiliki anak perusahaannya,
Jardine Cycle & Carriage (SGX: C0O7), yang
ternyata memegang 50,1% saham Astra
International.

BAGAN STUKTUR PERUSAHAAN PT AAL

B d
(Jardine Matheson Group) - ermuda

76.6%

(Jardine Cycle & Carriage

50.1%

79.68%

Astra Agro Lestari

)
( )

99.99% 99.99%

94.99%

[ PT Mamuang ] (PT Agro Nusa Abadi) (PT Lestari Tani TeIadanJ

Source: Astra Agro Lestari (2023, March), Embracing Opportunities: Annual Report 2022, p. 40, 68; Astra International (2023, March),
Optimism in Adaptation and Innovation: Annual Report 2022, p. 56; Jardine Matheson (2023, March), Creating Long-term Sustainable

Value: Annual Report 2022, p. 11"



Penyedia Pembiayaan PT AAL

Analisis keuangan mengungkapkan bahwa
hingga kuartal ketiga tahun 2023, pemegang
saham terbesar’™ PT AAL dan induk
perusahaannya (Astra International, Jardine
Matheson, Jardine Cycle & Carriage, dan
Jardine Strategic of the Jardine Matheson
Group) adalah:

116 juta dolar AS
(atau sama dengan 12%
total saham)

First Eagl? >

Investments

100 juta dolar AS
(atau sama dengan 11%
total saham)

BlackRock.

100 juta dolar AS
(atau sama dengan 11%
total saham)

Vanguard

Foto Anggota Serikat Petani Petasia Timur diwilayah tanahnya
yang di klaim sebagai perkebunan sawit PT Agro Nusa Abadi di
Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara | March 2024

,.;-.

BLACKROCK

FINANCES CLIMATE?
DESTRUCTION
IN SULAWESI

Tabel 6: kepemilikan saham yang
merisikokan hutan di grup perusahaan PT

Investor Juta dolar
AS
First Eagle Inyestment Management 16.20
(Amerika Serikat)
Vanguard (Amerika Serikat) 100.97
BlackRock (Amerika Serikat) 99.47
Capital Group (Amerika Serikat) 81.79
o e s
Lazard (Bermuda) 2815
Invesco (Amerika Serikat) 2715
Mitsubishi UFJ Financial (Jepang) 23.71
Lainnya 430.30

Sumber Profundo

BAGAN PAI saham yang merisikokan hutan
di grup perusahaan PT AAL
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_ e Geode Capital
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UFJ Financial i i
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Invesco (Bermuda)
(Amerika Serikat)

Sumber Profundo




Tanggapan BlackRock terhadap Astra Agro Lestari

Pada bulan April 2023, BlackRock menolak pemilihan kembali direksi dan komisaris PT
AAL akibat “dampak merugikan yang berkaitan dengan operasi minyak sawitnya, misalnya
dugaan bahwa PT AAL merampas lahan dari petani setempat, beroperasi tanpa mematuhi
standar lingkungan, dan terlibat dalam kasus pelanggaran HAM ...”7> Pada tahun 2022,
BlackRock kembali menolak direktur dan komisaris di perusahaan induk PT AAL, Astra
International, karena pertimbangan yang sama.”® Akan tetapi, analisis pemegang saham
menunjukkan bahwa pada saat informasi ini dipublikasikan, BlackRock justru menambah
kepemilikan sahamnya di PT AAL sejak adanya laporan pelanggaran pertama kali kepada
perusahaan ini pada bulan Maret 2022.77

Dalam komentar yang dipublikasikan, BlackRock mengakui bahwa pemanfaatan lahan dan
deforestasi merupakan risiko investasi yang signifikan. BlackRock juga mengakui bahwa”®
“penggusuran atau dampak lainnya terhadap masyarakat, terutama pemanfaatan lahan
yang dipersengketakan atau melanggar hak Masyarakat Adat” merupakan risiko HAM.”®
Sementara, “tidak diperolehnya FPIC terlebih dahulu dan secara berkesinambungan dari
Masyarakat Adat dapat meningkatkan risiko hukum, reputasi, atau peraturan terhadap
perusahaan, mengingat berbagai hukum dan norma lokal dan internasional yang mengatur
hubungan ini.”8°

Dengan pemahaman yang disampaikan mengenai risiko dan pelanggaran ini, BlackRock
seharusnya merespons lebih serius dan memenuhi tanggung jawabnya untuk mengatasi
pelanggaran tersebut dengan mengecualikan PT AAL dan perusahaan induknya dari
portofolionya dan menerapkan kebijakan pengecualian agribisnis untuk melengkapi
kebijakan pengecualian batu bara yang dimilikinya.

Pengecualian Astra Agro Lestari dan perusahaan induknya dari
Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia

Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia (GPFG) menarik investasinya di PT AAL pada
tahun 2011.8" Pada Februari 2024, Norges Bank mengumumkan bahwa pihaknya telah
mengecualikan perusahaan induk PT AAL, yaitu Jardine Matheson Holdings, Jardine Cycle
& Carriage dan Astra International, dari Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia (GPFG).
Keputusan ini dikeluarkan Norges Bank karena dampak negatif perusahaan terhadap
lingkungan dan keanekaragaman hayati terkait Tambang Emas Martabe di Sumatra, dan
ancaman terhadap orang utan tapanuli yang berstatus kritis (CR) dan spesies genting (EN)
lainnya.®? Dalam rekomendasi pengecualiannya, Dewan Etika Norwegia mengacu pada konflik
yang tengah berlangsung antara masyarakat dan PT AAL, dugaan pelanggaran lingkungan
dan HAM, serta keputusan beberapa perusahaan barang konsumen untuk menangguhkan
pembelian pasokan dari PT AAL dan anak perusahaannya.®

Pengecualian Jardine Matheson Holdings, Jardine Cycle & Carriage, dan Astra International
dari GPFG menunjukkan adanya peningkatan risiko keuangan dan reputasi yang tengah
dialami Jardine Matheson akibat ketidakmampuannya dalam memanfaatkan pengaruhnya
untuk mendorong PT AAL mengatasi keluhan, dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang
ditimbulkannya.




Berikut ini data bank yang memberikan
pinjaman dan jasa penjaminan kepada PT AAL
dan perusahaan induknya antara tahun 2016
dan 2023.

MIZWHO {erano)

278 juta dolar AS
& >#*# (Indonesia)
mandirl 2733 juta dolar AS
| (Jepang)
SMF G 258,1 juta dolar AS

(Singapura)
256,7 juta dolar AS

£)OCBC

. (Indonesia)
*/ PaninBank 190,5 juta dolar AS

@*@é&ﬁ-

BANK OF CHINA

(Tiongkok)
141,7 juta dolar AS

Pabrik Kelapa sawit milik PT Sawit Jaya Abadi 2 di
kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso | Maret 2024

« Mg

Tabel 7: pinjaman dan penjaminan yang
merisikokan hutan untuk grup perusahaan
PT AAL

Investor ‘ Juta dolar AS

Mizuho Financial (Jepang) 278.00
Bank Mandiri (Indonesia) 273.36
SMBC Group (Jepang) 25812

OCBC (Singapura) 256.74
Bank Panin (Indonesia) 190.46
Bank of China (Tiongkok) 141.69
Mitsubishi UFJ Financial (Jepang) | 84.17
Lainnya 306.77

Sumber Profundo
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Meskipun setiap investor menunjukkan
kepemilikan minoritasnya di PT AAL dan
perusahaan induknya, OECD menyimpulkan
bahwa hubungan antara investor dan
perusahaan penerima investasi, termasuk
kepemilikan saham minoritas, dapat dianggap
sebagai hubungan bisnis.?* OECD selanjutnya
menyatakan bahwa “Investor, bahkan yang
memiliki saham minoritas, dapat secara
langsung dikaitkan dengan dampak merugikan
yang disebabkan atau turut disumbangkan
oleh perusahaan penerima investasi karena
kepemilikan atau pengelolaan sahamnya di
perusahaan tersebut. Dengan kata lain, adanya
risiko (dampak potensial) atau dampak aktual
Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dalam
portofolio investasi milik investor bersangkutan
menunjukkan adanya keterkaitan langsung
dalam sebagian besar kasus.”®> Pedoman OECD
mengakui bahwa hubungan antara perusahaan
dan dampak merugikan tidak bersifat statis.®®
Sebagai contoh, ketidakmampuan penyedia
pembiayaan dalam mengatasi dan mencegah
dampak merugikan yang ditimbulkan klien
yvang tetap diberi investasi, dapat mengubah
status penyedia pembiayaan tersebut dari
sekadar terkait langsung menjadi berkontribusi
terhadap dampak merugikan, sehingga
tanggung jawabnya menjadi lebih besar,
termasuk peningkatan perannya dalam
menjamin proses ganti rugi.

Berkenaan dengan tanggung jawab penyedia
jasa pembiayaan untuk mengatasi risiko dan
potensi dampak merugikan, OECD menetapkan
divestasi sebagai respons yang tepat setelah
upaya mitigasi gagal, atau sulit dilakukan
(biasanya terjadi pada pemegang saham
minoritas), atau akibat terlampau parahnya
dampak yang ditimbulkan. Pengecualian
perusahaan dari pembiayaan dapat dibenarkan
jika investor memiliki keterbatasan pengaruh
atau tidak berhasil menjalankan pelibatan/
negosiasi.?’

Ada 29 penyedia pembiayaan yang
mengecualikan Jardine Matheson dan/

atau anak perusahaannya dari pembiayaan
akibat permasalahan iklim dan lingkungan.®®
Berdasarkan pedoman OECD, penyedia
pembiayaan PT AAL, Astra International,

dan Jardine Matheson harus mengecualikan
perusahaan ini dari pembiayaannya,
termasuk dari investasi aktif dan pasif, karena
pelanggaran yang terus terjadi, keterbatasan

pengaruh, dan ketidakmampuan PT AAL dalam
mengatasi keluhan. Pengecualian ini sedikitnya
diterapkan hingga PT AAL berhasil mengatasi
konflik dengan masyarakat dan memberikan
ganti rugi sebagaimana mestinya.

Sebanyak 29 penyedia pembiayaan
mengecualikan perusahaan induk
PT AAL, yaitu Jardine Matheson
dan/atau anak perusahaannya
karena permasalahan iklim dan
lingkungan, sedangkan BlackRock,
Vanguard, HSBC, Dana Pensiun
ABP, dan penyedia pembiayaan
lainnya terus memberikan
pembiayaan kepada PT AAL dan
perusahaan induknya

Pembiayaan HSBC untuk PT
AAL dan perusahaan induknya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh Profundo, HSBC adalah bank terbesar
kesepuluh yang memberikan pinjaman dan
jasa penjaminan yang merisikokan hutan
kepada PT AAL dan perusahaan induknya,
dengan total dana senilai 38,7 juta dolar

AS hingga September 2023. HSBC juga
membiayai Wilmar, salah satu pembeli
terbesar pasokan PT AAL. Kebijakan
Komoditas Pertanian HSBC menetapkan
bahwa HSBC “tidak akan memberikan

jasa keuangan kepada klien yang terlibat
secara langsung atau membeli pasokan dari
pemasok yang terlibat dalam ... pelanggaran
hak masyarakat setempat, terutama terkait
prinsip FPIC dan operasi yang menimbulkan
konflik sosial yang signifikan”.® Kebijakan
ini juga menyatakan bahwa HSBC tidak
akan memberikan pembiayaan kepada
perusahaan yang terkait dengan deforestasi
melalui pemasoknya. Menariknya, HSBC
belum memiliki kebijakan HAM. Para tokoh
masyarakat dari Sulawesi melakukan
pertemuan dengan HSBC di London pada
bulan Mei 2024, mendesak perusahaan ini
untuk menghentikan pembiayaannya kepada
PT AAL dan perusahaan induknya, serta
Wilmar.




V1. Rekomendasi

e Astra Agro Lestari harus segera berkomitmen
menyelesaikan konflik dengan masyarakat,
mengatasi keluhan, dan memlberikan ganti rugi
atas kerusakan yang ditimbulkan. PT AAL harus
mengembalikan lahan masyarakat dan petani
yang diambil tanpa persetujuan, memberikan
kompensasi atas hilangnya lahan, tanaman,
dan mata pencaharian; mendukung restorasi
lingkungan hutan, sungai, dan aliran air yang
rusak; menghentikan kriminalisasi terhadap
pembela HAM lingkungan; dan meminta maaf
atas kerugian yang telah ditimbulkan.

e Sebagai perusahaan induk PT AAL, Jardine
Matheson harus secara terbuka merespons
tuntutan masyarakat yang menuntut ganti
rugi dan remediasi serta memanfaatkan
pengaruhnya untuk memastikan penyelesaian
konflik, mengatasi keluhan, dan memberikan
ganti rugi sesuai permintaan masyarakat,
untuk mencegah bertambahnya risiko hukum,
peraturan, dan reputasi.

* Perusahaan barang konsumen dan pedagang
agribisnis harus secara langsung bernegosiasi
dengan PT AAL dan berupaya menghentikan
pelanggaran/penyalahgunaan, mengatasi
penyimpangan dan pelanggaran izin, serta
menyelesaikan konflik, mengatasi keluhan, dan
memulinkan kerugian. Perusahaan ini harus
menangguhkan semua pembelian pasokan dari
PT AAL hingga upaya tersebut dilakukan dan
memublikasikan informasi terbaru mengenai
keputusan penangguhan dan negosiasinya.

e Penyedia pembiayaan harus menghentikan
pembiayaannya kepada PT AAL dan
perusahaan induknya, Astra International
dan Jardine Matheson, hingga perusahaan
ini berhasil menyelesaikan konflik,
mengatasi keluhan, memberikan ganti
rugi, dan menangani dampak lingkungan
dan HAM, serta penyimpangan perizinan.
Penyedia pembiayaan harus menyusun
dan menerapkan kebijakan pengecualian
agribisnis untuk memitigasi risiko dan
mencegah dampak merugikan sebagai
bagian dari komitmen dan kebijakan iklim
dan keberlanjutannya. Penyedia pembiayaan

harus mengembangkan instrumen keuangan
yang adil untuk mendorong agroekologi
dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
sekaligus mendukung penguatan peraturan
pemerintah di sektor keuangan.

Pemerintah Indonesia harus memfasilitasi
pengembalian lahan yang diambil oleh PT
AAL tanpa persetujuan masyarakat dan
petani, serta mengevaluasi status hukum
anak perusahaan PT AAL yang beroperasi

di kawasan hutan negara. Berdasarkan
evaluasi ini, Pemerintah Indonesia harus
mencabut atau membatasi izin perusahaan,
memberikan sanksi kepada perusahaan yang
melanggar undang-undang dan peraturan
tentang perizinan, mewajibkan PT AAL untuk
merestorasi hutan dan sungai yang rusak, dan
membersinkan nama anggota masyarakat
dan pembela HAM lingkungan yang telah
dikriminalisasi. Untuk melindungi hutan
Indonesia, Pemerintah harus menghentikan
semua ekspansi perkebunan di kawasan
hutan negara dan hutan alam lainnya, dan
memberikan akses kepada masyarakat untuk
data perizinan dan pemanfaatan lahan.
Pemerintah harus memperkuat kembali
moratorium sawit dan mendukung transisi
menuju Ekonomi Nusantara, yaitu ekonomi
yang berpusat pada masyarakat dan
berbasis pengelolaan hutan masyarakat dan
agroekologi.

Pemerintah Amerika Serikat harus
meningkatkan upaya penegakan peraturan
untuk mengendalikan dampak negatif dari
operasi agribisnis industri terhadap iklim,
lingkungan, dan HAM, termasuk deforestasi,
perampasan lahan, pelanggaran HAM, dan
kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela
HAM lingkungan.

Pemerintah Uni Eropa, bekerja sama
dengan Komisi Eropa, harus memastikan
agar Undang-Undang Antideforestasi Uni
Eropa (EUDR) dilaksanakan dengan efektif
dan harus memberlakukan peraturan serupa
bagi penyedia pembiayaan yang membiayai
deforestasi dan pelanggaran HAM terkait.
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